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MOTO 

”Keberhasilan hari ini adalah upah dari rintik peluh dan doa yang lebih dulu 
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Ali bin Abi Thalib 
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RINGKASAN 

Novia Gita Safitri. Mei 2026. TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

OLEH LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN. Skripsi, Program Sarjana Program 

Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 93 halaman, 

Pembimbing: Achmad Ratomi, S. H., M. H. 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia yang menuntut terselenggaranya proses yang 

jujur, adil, dan transparan. Dalam rangka menjamin hal tersebut, diperlukan pengawasan 

yang efektif, salah satunya melalui keberadaan lembaga pemantau pemilihan sebagai 

bentuk partisipasi masyarakat. Lembaga pemantau memiliki peran penting dalam 

mengawasi jalannya proses pemilihan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Namun demikian, dalam praktiknya lembaga pemantau tidak hanya berfungsi 

sebagai pengawas, tetapi juga berpotensi melakukan pelanggaran yang dapat 

dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Permasalahan muncul karena pengaturan 

mengenai tindak pidana oleh lembaga pemantau dalam Pasal 128 Undang-Undang 

Pilkada masih menimbulkan multitafsir, terlebih dengan adanya ketentuan Pasal 128 

huruf k yang telah dinyatakan inkonstitusional. Selain itu, terdapat inkonsistensi 

pengaturan antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu dalam 

menentukan jenis pelanggaran dan sanksinya, sehingga berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat 

dilakukan oleh lembaga pemantau pemilihan dalam pemilihan kepala daerah serta untuk 

mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap lembaga pemantau yang melakukan 

tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Pengaturan bentuk-bentuk tindak pidana oleh lembaga pemantau pemilihan dalam 

Pasal 128 Undang-Undang Pilkada masih menimbulkan permasalahan berupa 

overkriminalisasi dan multitafsir. Overkriminalisasi terlihat dari adanya beberapa 

larangan yang pada substansinya telah diatur dalam ketentuan pidana lain dalam 

Undang-Undang Pilkada sehingga menimbulkan pengaturan yang berulang 

terhadap perbuatan yang sama. Sementara itu, multitafsir terlihat dari beberapa 

rumusan norma yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan 

yang dilarang, seperti larangan memasuki Tempat Pemungutan Suara tanpa izin, 

larangan menyentuh surat suara, kotak suara, atau perlengkapan pemilihan 

lainnya tanpa persetujuan petugas pemilihan, serta larangan melakukan kegiatan 

lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan. Ketidakjelasan rumusan 

norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip lex certa sebagai bagian dari asas 

legalitas dalam hukum pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum 

dalam penerapannya.  

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga 

pemantau pemilihan dalam Pilkada berdasarkan Undang-Undang Pilkada 

dibebankan kepada pengurus lembaga pemantau sebagai subjek hukum 

perseorangan, karena lembaga pemantau tidak diposisikan sebagai subjek hukum 

korporasi. Selain itu, terdapat inkonsistensi pengaturan antara Undang-Undang 
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Pilkada dan Undang-Undang Pemilu dalam menentukan sanksi terhadap 

pelanggaran oleh lembaga pemantau, di mana Undang-Undang Pilkada mengatur 

sanksi pidana, sedangkan Undang-Undang Pemilu cenderung menempatkannya 

sebagai pelanggaran administratif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian 

hukum dalam praktik penegakan hukum, sehingga diperlukan penyesuaian 

norma, penegasan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, serta 

pengaturan yang lebih tegas terkait pertanggungjawaban pidana lembaga 

pemantau guna mewujudkan kepastian dan keadilan dalam sistem pemilihan di 

Indonesia. 
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ABSTRAK 

Lembaga pemantau pemilihan merupakan instrumen pengawasan partisipatif masyarakat 

yang berperan penting dalam menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah 

secara demokratis. Namun dalam praktiknya, lembaga pemantau tidak selalu 

menjalankan fungsinya sesuai ketentuan hukum, bahkan dapat melakukan tindakan yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan. Hal ini dipertegas oleh kasus Syarifah 

Hayana selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan yang dipidana karena 

mempublikasikan hasil quick count PSU Pilkada Kota Banjarbaru 2025, yang 

memperlihatkan adanya kekaburan norma sekaligus persoalan kepastian hukum yang 

fundamental dalam pengaturan lembaga pemantau pemilihan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk-bentuk tindak pidana Pilkada yang dapat dilakukan oleh lembaga pemantau 

pemilihan dan pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadapnya. 

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, pengaturan 

bentuk-bentuk tindak pidana oleh lembaga pemantau pemilihan dalam Pasal 128 jo. Pasal 

187D Undang-Undang Pilkada masih menimbulkan permasalahan berupa 

overkriminalisasi dan multitafsir. Overkriminalisasi terlihat dari adanya beberapa 

larangan yang substansinya telah diatur dalam ketentuan pidana lain dalam Undang-

Undang Pilkada sehingga menimbulkan pengaturan yang berulang terhadap perbuatan 

yang sama. Sementara itu, multitafsir terlihat dari beberapa rumusan norma yang tidak 

memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan tidak sejalan 

dengan prinsip lex certa sebagai bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana. Kedua, 

pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus secara perseorangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 187D, tanpa mengakomodasi pertanggungjawaban 

korporasi, serta terdapat inkonsistensi antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-

Undang Pemilu dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran lembaga pemantau yang 

menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Kata Kunci: Lembaga Pemantau Pemilihan, Tindak Pidana Pilkada, 

Pertanggungjawaban Pidana. 
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